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1. PENDAHULUAN
Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2026. RKPD ini disusun sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP) Nasional. Dalam rangka konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,dan pengendalian pembangunan daerah, perlu dilakukan pemantuan ini bertujuan untuk menilai tingkat ketercepatan target kinerja kesesuaian program dan kegiatan serta mengindentifikasikan permsalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan.
  II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentanng Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

 III. HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
 Secara umum pelaksanaan RKPD Tahun 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik sebagaian besar indikator konerja  utama daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan meskipun masih terdapat beberapa indicator yang belum optimal
IV. ANALISIS DAN EVALUASI
        Secara yuridis, melalui Peraturan Bupati Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
     Laporan hasil pemantauan RKPD Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah pada tahaun berikutnya. Dengan perbaikan berkelnajutan, diharapkan tujuan Pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.



                                     

